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BUPATI REJANGLEBONG 
PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG 
NOMOR 9 TAHON 2019 

TENTA.NG 

PENETAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITAS! DAN 
NON KAPITASI JAJl,ITNAN KESEHATAN NASIONAL PADA FAS!LITAS 

KESEHATAN T!NGKAT PERTAMA DI LINGKUNGAN D!NAS KESEHATAN 
KABUPATEN REJANG LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REJANG LEBONG, 

a . bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam 
pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non 
Kapitasi Jaminan Kesebatan Nasional pada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Rejang Lebong, 
serta memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Lampiran 
Bab V Huruf D, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 
2017 tentang Penetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesebatan 
Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama cli 
Lingku ngan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong 
dipandang perlu diganti untuk disesuaikan; 

b. bahwa untuk melaksanakan kepentingan sebagaimana 
dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Rejang Lebong. 

I. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4456); 

3. Undang-undang Nomor 36 'l'ahun 2009 tentang 
Kcsehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'rahun 
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063); 

4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 1,,,r;.~i:Y:--.R[E/]. , 
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S. U11don11•11 ndnng Nomor 12 Tnhun 2011 lcntnng 
Pt!mbcntuktu\ Pcrnturnn Pcrundnng-unclnngnn 
(l.cmbimm Ncg1trn Rl'publik lndoncsin Tnhun 201 1 
Nomol' 82. Tnmbnhnn Lcmbat-nn Nc&nrn Republik 
lmloncsin Nomor S234); 

6. Und1111g-11ndm1s N'omot· 2-1 T11hun 2011 tcntnng Bndnn 
Pcnyclc.ngsnrn Jennlnnn Sosinl (Lembnl'nn Negara 
Rcpul>lik l ndonesin Tnhun 201 1 Nomor 116, Tnmbnhnn 
Lcmbnrnn Ncgnrn Rt,publik lndonesis,1 Nomor 5256); 

7. U11dr1ng-11ndnng Nomo,· 23 Tnhun 2014 tentnng 
Penwrinlnhnn Dne1·11h scbag11imana telnh diubnh tc rnkhir 
dcnsnn Undnng•undnng Nomor 9 Tnhun 201 S (Lembnrnn 
Negnrn Rcpublik lndonesin Tahun 2015 Nomor 58, 
Tnmbnhnn LcmlJamn Negarn Republik Indonesia Nomor 
5679); 

8. Pemturnn Pemerintnh Nomor 20 Tahun 1968 tentnng 
Bcrlakunyn Undnng-undnng Nomor 9 1'ahun 1967 dan 
PelRl<snm,nn Pemerinmhnn di Provinsi Bcngkulu 
(Lcmbnrnn Ncgnrn Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomo1· 34, Tnmbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2884); 

9. PcrRtumn Prcsiden Nomor 32 Tnhun 2014 tentang 
Pengelolnnn dnn l'cmanfaatan Dana Kapitasi Jruninan 
Kcsehntnn Nnsionnl pnda Fasilitns Kesehatan Tingkat 
Pel'tama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Tohun 2014 Nomor 31 ); 

10. Perntumn Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang 
Jaminnn Kesehatan (Lembamn Negam Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165); 

11. Peratumn Menteri J<esehntnn Nomor 69 Tahun 2013 
tentang Standar Tarif Pelayanan Keschntan Padn 
Fnsilitas Kcsehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas 
J<esehntnn Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaman 
Prog1'1\m Jaminan Kesehatan (Berita Negarn Republik 
Indonesia Tahun 20 l 3 Nomor 1392); 

12. Peraturnn Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 
tentnns Pedoman Pelnksanaan Progrnm Jaminan 
l{csehntnn Nasional (Serita Ncgarn Republik Indonesia 
Tohun 2014 Nomo,·874); 

13. Peraturnn Mente,, Dnlnm Negeri Nomor 80 Tahun 201S 
tcntnng Pcmbentukan Produk Hukum Daerah 
sebngaimana telah diubah dcngan Peratumn Mentcri 
Dalam Ncgcri Nomor 120 Tahun 2018 (Be1-ita Negara 
Tahun 2018 Nomo,· 157); 

14. Pernturan Menteri J<esehntan Nomor 21 Tahun 2016 
tentnng Penggunaan Dnnn Knpitasi Jaminnn 1-:esehatan 
Nnsional untuk ,Jasa Pelaynnan Kesehatan dan 
Dukungnn Opcmsionnl Pada Fasilitas Keschntan Tingkat 
Pcrtnmn Milik Pemerintnh Dae1'f\h (6critn Ncgnra 
Reptthlik Indonesia Tnhun 2016 Nomor 761); 

1 S. Pcmturnn Dnemh Nomor 9 Tahun 2016 tcntang 
Pembcntuknn dan Susunnn Pemngkat Oaerah 
Knbupnten Rrjang Lebong scbttgi1imnna 1clnh diubah 
dcngnn Pemturnn Dncr11h Nomor 2 Tnhun 2018 
(Lemb111-nn Daemh l<nbupntcn Rejnng Lebong Tahun 
2018 Nomor 140). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPAT! TENTANG PENE:TAPAN PENOELOLAAN 
DAN PEMANFAATAN DANA KAPJTASI DAN NON KAPITAS! 
JAM!NAN KESEHATAN NASIONAL, PADA FASIL!TAS 
KESEHATAN T!NOKAT PERTAMA DI LINOKUNGAN DINAS 
KESEHATAN KABUPATEN REJANG LEBONG. 

Pasal l 

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada F'asilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Llngkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, dima.ksudkan sebaga.i pedoman 
dalam pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi yang dapat 
dlgunakan Jangsung uotuk pembayaran jasa petugas kesehatan, pelayanan 
kesehatan dan keperluan kegiatan lainnya. 

PasaJ2 

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal I, ditetapkan sebagai 
berikut : 
a. Dana Kapitasi 

I . Jasa petugas dJbayarkan sebesar 60"/o dari total Dana Kapitasi; 
2. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 40% dari total 

Dana Kapitasi (operasional, obat, Bahan Medis Habis Pakai, reagensia dan 
Alat kesehatan). 

b. Dana Non Kapitasi 
Jasa petugas kesehatan dibayarkan 100% dari total dana Non Kapitasi. 

Pasal 3 

{I) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 2, 
dikelola dan dlmanfaatkan sesuru dengan petunju.k teknis dan peraturan 
perundang-undangan di bidang J amlnan Kesehatan Nasional dan 
pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 
cilmanfaatkan kembali oleh Fasilitas Kesebatan 1'ingkat Pertama metalui 
u sulan Kepala Dina s Kesehatan Kabu paten Rejang Lebong yang tercantum 
dalam RKA/DPA OPD Dinas Kesehatao Kabupaten Rejang Lebong. 

Pasal 4 

Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis babis pakru dan rcai;enesia 
sebaga.imana dima.ksud dalam Pasal 2 buruf a angka 2, diproses dan 
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan 
usulan kebutuhan dari Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkal Pertama, deng,an 
mempedomani peraturan peruodang-undangan yang berlaku terutama terkait 
dengan pengadaan barang/jasa. 

Pasal. S 

Kepala dan Bendahara pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berkewajiban 
untuk membukukan dan membuat laporan pertanggungjawaban at.as 
pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi sesuai peraturan 
perundang•undangan yang berlaku. 
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Paeal 6 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong a tau Pejabat yang ditunjuk 
berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelo~ 
dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non kapitasi sebagaimaoa dimaksud dalam 
Pasal 2. 

Pasal7 

Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat pertama di Lingkungan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong, dibebankan pada Dana 
Kapitasi/Noo Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional. 

Pasal8 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 02 
Tahun 2017 ten tang Peoetapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan 
Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama di Lingkungan Din.as Kesehatan Kabupaten Rejang Leboog, dieabu t dan 
dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pasal 9 

l-lal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkao pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong. 
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Oiundangkan di Curup 
Pada tanggal 1Y/o,-,./ 2019 

SDAERAB 
ANOLEBONG, 

H. R. A. DENNI 

Ditetapkan di Curup 
Pada tanggal J8 Nlt:11~/ 2019 

BUPATI REJANG LEBONG, 
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BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 


